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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Pasal 56 

KUHAP tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan 

pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak terdakwa  untuk 

mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hal ini berarti bahwa dalam 

penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan Pasal 56 KUHAP sebagai landasan yuridis 

terhadap terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses persidangan serta melihat 

faktor-faktor apa yang mempengamhi penerapan Pasal 56 KUHAP dalam proses persidangan di 

Pengadilan Negeri Gorontalo. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah terhadap penerapan Pasal 56 KUHAP tentang hak 

terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan 

Negeri Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan data empirik 

bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdapat tujuh kasus atau perkara pidana yang 

disidangkan dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun, akan tetapi terhadap terdakwa 

tidak didampingi oleh penasehat hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 

faktor struktur hukum, yang meliputi pihak aparat penegak hukum baik dari tingkat kepolisian, 

kejaksaan, hakim yang dalam hal ini tidak mencerminkan adanya sikap profesional dalam 

menjalankan tugas, faktor subtansi hukum, yang meliputi ketentuan aturan perundang-undangan 

dan faktor budaya hukum, yang meliputi sikap atau budaya taat hukum bagi seorang aparat 

penegak hukum. 
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